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LAPORAN SINGKAT  

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, 
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN 

BADAN NASIONAL PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tahun Sidang : 2025 – 2026 

Masa Sidang : V 

Rapat : Ke – 17 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026 

Sifat : Terbuka 
Pukul : 15.00 WIB s.d 17.20 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI 
Acara : Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027 

Ketua Rapat : Roberth Rouw 

Sekretaris : Nina Herlina, S.H 

Hadir Anggota : 32 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI. 

Hadir Mitra : 1. Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si (Sekretaris Jenderal) beserta jajaran;  

2. Dr. Masyhudi, S.H., M.H. (Inspektur Jenderal) beserta jajaran;  

3. Drs. F.X. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si. (Dirjen Pembangunan Desa dan 

Perdesaan) beserta jajaran;  

4. Dr. Tabrani, M.Pd. (Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan 

Daerah Tertinggal) beserta jajaran;  

5. Drs. Samsul Widodo, M.A. (Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal) beserta jajaran; 

6. Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si (Kepala Badan Pengembangan dan Informasi 

Desa dan Daerah Tertinggal) beserta jajaran; 

7. Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal) 

beserta jajaran. 
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 
 

I. PENDAHULUAN 
1. Rapat dibuka pada pukul 15.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka 

untuk umum. 
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI 

dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa dan PDT pada hari ini yaitu Pembahasan RKA 
K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027. 

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa dan PDT untuk 
menyampaikan paparan dan penjelasannya. 

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
pertanyaan dan tanggapan. 

 
 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT: 
1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut penjelasan dari Sekretaris Jenderal, Inspektur 

Jenderal, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kepala Badan 

Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan 

Daerah Tertinggal mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon 

I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut: 

Dalam ribu rupiah 

UNIT ORGANISASI ESELON I 

PAGU KEBUTUHAN 

TA 2027 

PAGU INDIKATIF 

TA 2027 

SELISIH/ 

BACKLOG 

A B C=A-B 

Sekretariat Jenderal 471.358.085 411.514.688 59.843.397 

Inspektorat Jenderal 23.190.832 6.647.506 16.543.326 

Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan 

1.866.486.863 44.463.710 1.822.023.153 

Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekonomi dan 
Investasi Desa dan Daerah 
Tertinggal 

1.016.130.108 50.207.851 965.922.257 

Direktorat Jenderal Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal 

80.597.547 18.828.624 61.768.923 

Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BPSDM) dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Daerah Tertinggal 

1.926.243.076 1.242.596.100 683.646.976 
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UNIT ORGANISASI ESELON I 

PAGU KEBUTUHAN 

TA 2027 

PAGU INDIKATIF 

TA 2027 

SELISIH/ 

BACKLOG 

A B C=A-B 

Badan Pengembangan dan 
Informasi Desa dan Daerah 
Tertinggal 

129.611.326 11.036.118 118.575.208 

2. Komisi V DPR RI bersama Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi 

Desa dan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sepakat bahwa dalam penyusunan 

Program dan Kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2027 

diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

III. PENUTUP 
Rapat ditutup pukul 17.20 WIB. 

Jakarta, 24 Juni 2026 
KETUA RAPAT, 

ttd 
 

ROBERTH ROUW 

 
SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN DESA PDT, 
ttd 

 
TAUFIK MADJID, 

INSPEKTUR JENDERAL 
KEMENTERIAN DESA PDT, 

ttd 
 

M A S Y H U D I 
 

 

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA 
DAN PERDESAAN 

KEMENTERIAN DESA PDT, 
ttd 

 
F.X NUGROHO SETIJO NAGORO 

 

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN 
INVESTASI DESA DAN DAERAH 

TERTINGGAL 
KEMENTERIAN DESA PDT, 

                                    ttd 
 

TABRANI 

 

DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL 

KEMENTERIAN DESA PDT, 
ttd 

 
SAMSUL WIDODO 

KEPALA BPSDM DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN PDT 

KEMENTERIAN DESA PDT, 
ttd 

 
AGUSTOMI MASIK 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN 
INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL 

KEMENTERIAN DESA PDT, 
ttd 

 
MULYADIN MALIK 

 


